BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan
yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia melalui Inspektorat Kabupaten
Jayapura maka perlu dibentuk Tim Pengawasan
Dokumentasi dan Administrasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
Tahun 2022;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Jayapura;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 2097);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016
Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengawasan Dokumentasi dan Administrasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas Tim Pengawasan Dokumentasi dan Administrasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah
Kabupaten Jayapura Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU meliputi pengawasan pendataan,
pendokumentasiaan dan pelaporan dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



KETIGA : Tim Pengawasan Dokumentasi dan Administrasi dalam
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun
Anggaran 2022.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
<EPALA BA

NIP 19840612 201004 1 003
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Provinsi Papua;
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura,;
Inspektur Kabupaten Jayapura;
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

o=



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/24 TAHUN 2022
TANGGAL 6 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGAWASAN DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1. | MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si Pengarah
2. | Drs. YERRY F. DIEN Ketua
3. | SUBHAN, SE., MM Sekretaris
4. | DOMINGGUS TANAMAL SE., M.Si Anggota
5. | HENOCK PURARO, S.Sos Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si
salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
LPALA BAGIAN HUKUM DAN

NIP 19840612 201004 1 003



